UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR RAKYAT

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN







UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR RAKYAT 




Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) 
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 










PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN 
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 















Upaya Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat Pada Badan 




AFRI ZALDI  
NIM : 01770613183 
 
  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara Upaya 
Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar dan untuk megetahui kendala yang 
dihadapi dalam peningkatan  pendapatan retribusi pasar yang telah dilakukan 
oleh kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam 
penelitian ini menggunakan metode wawancara dan obsevasi. Data yang 
digunakan yaitu data primer dan data skunder.  
 Dari hasil penelitian bahwa upaya peningkatan pendapatan retribusi 
pasar di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan optimal dan tidak mencapai 
target yang ditetapkan setiap tahunnya. Hasil itu diperoleh dari pelaksanaan 
kegiatan upaya pemungutan kurang maksimal yang dilakukan oleh pihak Badan 
Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir agar optimalnya pendapatan retribusi 
pasar namun ada pula hambatan dan kendala yang terjadi seperti kurangnya 
pengawasan dan sanksi serta hambatan, kurangnya kesadaran wajib retribusi 
dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar retribusi dan 
dengan upaya yang dilakukan seperti meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM), melaksanakan sosialisasi langsung maupun tidak langsung, 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang sedang 
berkembang, sebagai Negara yang berkembang tentunya Indonesia berusaha 
melakukan pembangunan disegala bidang. Untuk  melaksanakan pembangunan 
tentunya harus memiliki sumber dana agar dapat melaksanakan pembangunan 
tersebut.  
 Indonesia terdiri dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota, sehingga 
untuk dapat meninggatkan pembangunan atau pemerataan pembangunan suatu 
daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak dapat mengandalkan sepenuhnya kepada 
pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Karena itulah daerah 
kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya 
sendiri, yang dikenal dengan otonomi daerah. 
 Indonesia secara resmi diberlakukan otonomi daerah pada tanggal 1 
januari 2001 yaitu daerah mempunyai wewenang sendiri untuk menjalankan roda 
pemerintahannya sesuai dengan Undang-undang. Dengan diberlakukannya 
otonomi daerah, maka segala sektor perekonomian dan penyelengaraan 
pembiayaan daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, yang sebagian 
besar diperoleh dari sektor perpajakan. Dalam pelaksanaannya, daerah otonomi   







daerahnya sendiri serta diwujudkan pada kemandirian daerah dalam mengelola 
Pendapatan Asli Daerah. 
 Oleh karena itu, retribusi daerah seperti pajak kabuaten/kota sangat 
berperan penting untuk membantu lancarnya jalan roda pemerintahan dan 
pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal 
ini dapat dimaklumi karena penerimaan terbesar APBN dan APBD saat ini berasal 
dari pajak dan retribusi. Untuk mendukung kontribusinya yang sangat besar, 
masyarakat di daerah diharapkan lebih peduli dan pengetahuan masyarakat harus 
ditingkatkan sehingga memberi kontribusi yang nyata untuk pembangunan daerah 
karena seluruh rangkaian kegiatan pemerintah dan pembangunan membutuhkan 
dana dan biaya yang sangat besar, dan tidak akan terwujud apabila pemerintah 
daerah tidak mampu memaksimalkan potensi-potensi yang ada diaerahnya. 
 Begitu juga daerah kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan daerah 
otonomi seperti daerah otonomi daerah lainnya yang memiliki prospek yang 
strategis untuk membiayai pengeluaran daerah, baik yang berupa pembiayaan 
rutin maupun pembangunan pastilah membutuhkan dana yang begitu besar karena 
itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selaku unsur pelaksana 
diharuskan mampu menggali potensi-potensi daerah dan usaha daerah lainnya 
secara optimal. 
 Keseluruhan  penerimaan retribusi daerah tersebut sangat berperan penting 
bagi pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Penerimaan atau pemungutan 







kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir guna untuk menjalankan roda 
pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satunya retribusi pasar. 
 Retribusi pasar pada dasarnya merupakan iuran yang wajib dibayar atas 
pelayanan yang diberikan dinas pasar. Pelayanan yang disediakan meliputi 
pelayanan fasilitas dan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam 
pemungutan retribusi diperlukan peranan aparat pemerintahan guna untuk 
meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan menggerakkan kesadaran 
wajib retribusi untuk taat dalam membayar retribusi pasar agar lebih optimal.  
 
Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Retribusi Pasar Rakyat  Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2017-2019 
 
Tahun Target Realisasi Persentase (%) 
2017 550.000.000 523.467.380 95.18 
2018 700.000.000 366.150.080 52.31 
2019 650.000.000 349.773.300 53.81 
Sumber: Bapenda Inhil 
 
 Berdasarkan  data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi 
pasar tidak begitu berpengaruh besar kontribusinya dan tidak melebihi target yang 
ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang 
faktanya memang belum mncapai target namun masih banyak wajib retribusi yang 
belum terdaftar atau terdata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 







retribusi setiap tahunnya. Sehingga retribusi kurang berkontribusi dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Indragiri Hilir. 
 Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pedapatan Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir kurang maksimal dan tidak mampu meningkatkan kesadaran wajib 
retribusi untuk membayar retribusi dan juga sudah melakukan pemungutan tetapi 
belum berjalan optimal. 
 Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang baik dan kebijakan daerah yang 
berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat dan Badan Pendapatan Kabupaten 
Indragiri Hilir dalam memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Indragiri 
Hilir. 
 Selain itu dapat diketahui bahwasannya pendanaan dari Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir hanya bersumber dari APBD Kabupaten 
Indragiri Hilir saja, dan mengalami kesulitan pada ketersediaan sarana prasarana 
penunjang retribusi pasar dan juga hambatan hambatan yang terjadi pada 
berlangsungnya pemungutan retribusi pasar sehingga pemungutan pajak sedikit 
mengalami kendala. 
Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul 
“UPAYA PENINGKATAN RETRIBUSI PASAR RAKYAT PADA BADAN 
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatas masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 







1. Bagaimana cara peningkatan pendapatan retribusi pasar di Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam peningkatkan pendapatan retribusi 
pasar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ? 
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir dalam peningkatkan pendapatan retribusi pasar? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui cara peningkatan pendapatan retribusi pasar di Badan 
Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. 
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan 
pendapatan retribusi pasar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir. 
3. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hilir dalam peningkatkan pendapatan retribusi pasar. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Memberikan informasi dan masukan kepada dinas Pendapatan Daerah 
khususnya mengenai upaya peningkatan pendapatan retribusi pasar di Dinas 







2. Sebagai pengembangan wawasan dalam bidang ilmu perpajakan khususnya 
retribusi pasar. 
3. Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti lain terhadap objek yang sama 
pada masa yang akan datang. 
1.4 Metode Penelitian 
1.4.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  
 Penelitian dan pengambilan data ini dilakukan di Badan  Pendapatan  
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di Jalan Hang Tuah No.04 
Tembilahan. Waktu penelitian ini dimulai bulan Februari 2020. 
1.4.2 Jenis Data  
1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari 
pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 
2. Data Skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data skunder 
umumnya bisa berupa dokumen, arsip, buku dan catatan lain yang 
diperlukan. 
1.4.3  Metode Pengumpalan Data  
1. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk 







2. Interview (wawancara), penulis melakukan wawancara langsung yaitu 
tanya jawab langsung  kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Indaragiri Hilir, dan staf  yang berhubungan dengan retrubusi.  
1.4.4 Analisis data  
 Dalam hal ini penulis melakukan pengelolaan data secara kualitatif yaitu 
analisis yang tidak berdasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam 
bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis 
dalam bentuk Tugas Akhir. 
1.4.5  Sistematika Penelitian  
 Sistematika merupakan urutan yang saling bekaitan didalam sebuah 
penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti 
sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Adapun  sistematika pembahasan yang 
direncanakan dalam penelitian ini  yaitu: 
BAB I: Pendahuluan  
  Bagian ini berisi tentang, latar belakan masalah, perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 
penelitian. 
BAB II: Gambaran Umum Kantor Bandan Pendapatan Daerah 







  Bagian ini merupakan gambaran umum tentang sejarah kantor Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang meliputi visi dan 
misi, serta uraian tugas, serta struktur organisasi. 
BAB III: Tinjauan Teori dan Praktek 
  Bagian ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang tinjauan 
dalam meningkatkan pendaptan retribusi pasar. 
BAB IV: Penutup 
  Bagian ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimplan 
dan saran mengenai hal-hal yang telah ditemukan dari beberapa saran 
yang menjadi bahan masukan dalam peninjauan Peningkatan 
pendapatan Retribusi Pasar. 
















GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
 Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 
tentang pembentukan Kanbupaten/Daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah 
dilakaukan berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Riau tanggal 27 April 1965 Nomor 052/1965 sebagai Daerah persiapan 
Tembilahan resmi dimekarkan menjadi Kabupatan Indragiri Hilir maka 
diperulukan perkembanagan kedepan, oleh karana itu, Pemerintah Daerah 
mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pemungutan penghasilan 
Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tanggal tahun 1965. 
Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung 
dengan bagian  Keuangan  dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 
 Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas Dinas 
Pendapatan Daerah mulai dipersiapkan dan mulai berdiri sehingga dibangun 
kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 
1977, namun masih berada satu atap dikantor Bupati, yaitu dijalan Gajah Mada 
No.1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula 
dengan tenaga kerja pelaksanaan dan pimpinan kantor. Pada saat itu Dinas 








 Setelah lebih kurang 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas 
Pendapatan Terpisah kejalan Hang Tuah No.04, yaitu gedung Inhil Business 
Center  yang dibangun mulai 2003. Gedung Inhil Business Center tersebut 
dibagun dari hasi penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu 
Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari dana bagi hasil Provinsi maupun Pusat. 
Gedung Inhil Business Center tersebut diresmikan pemakaiannya pada tanggal 15 
Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RULSI ZAINAL., SE 
sekaligus diresmikannya BAPENDA Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap 
dengan badan perizinan, penanaman Modal, dan Provinsi Daerah (BPPMPD) 
Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama berkantor di gedung Inhil Business 
Center tersebut. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan 
Pendapatan Daerah Kab. Inhil: 
Table 2.1 
Nama-Nama Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala BAPENDA 
       
       
No Nama-Nama Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala BAPENDA 
1 H. Usman Fa’ad         
2 Yudha Yahya, B.A         
3 Drs. Alibun Siregar         
4 Drs. Jailani Sabrah         
5 Drs. Nazaruddin Ahmad       
6 Drs. Indra Bangsawan       
7 Drs. Said Sarifuddin         







9 H. Edy Syafwannur, S.E., M.P. (Tmt. 2006 S/D Juni 2009) 
10 Drs. H.A.Rasyid. HZ(Tmt. Juni 2009 s.d. Oktober 2010) 
11 H. Fajar Husen, S.H., M.H. (Oktober 2010 s/d Mei 2013) 
12 Junaidy, S.Sos., M.Si. (Tpmt. Mei 2013 s.d Januari 2015) 
13 Ir. H. Saripek, M.P. (Tmt. Januari 2015 s.d Desember 2015) 
14 H. Hafitsyah, S.H., M.H. (tmt.September s.d Desember 2015) 
15 Drs. H. Aslimuddin (Tmt. 1 Januari 2016 s.d. Desember 2018). 
16 Hj. Nurlia, S.E., M.M. (Tmt. Januari 2018 s.d. sekarang)           
Sumber: BAPENDA Inhil 
2.2  Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir 
2.2.1 Visi 
  Pada dasarnya visi merupakan suatu pandangan tentang apa yang 
seharusnya di capai oleh organisasi. Visi Badan Pendapatan daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir yang merupakan salah satu bagian internal dari visi kabupeten 
Indragiri Hilir secara Keseluruhan, yaitu “Terwujudnya Penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah yang optimal”. 
2.2.2 Misi 
1. Meningkatkan kinerja Aparatur Badan Pendapatan melalui pendidikan dan 
pelatihan. 
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian 
potensi penerimaan pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya alam 
yang dimiliki. 







4. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dilingkungan Badan Pendapatan 
Kabupaten Indragiri Hilir. 
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib 
retribusi daerah secara optimal. 
6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan 
meningkatkan Pendapatan Asli daearah. 
7. Meningkatkan penegakan supermasi hokum baik terhadap Aparatur 
maupun wajib pajak/wajib retribusi. 
2.3  Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah  
  Dalam rangka pencapain visi dan misi dan Badan Pendapatan Kabupaten 
Indragiri hilir sebagaimana yang dilakukan maka perlu dijabarkan kedalam bentuk 
yang lebih terarah dan oprasinal berupa perbuatan dan tujuan sasaran oprasional, 
tujuan Badan Pendapatan Daerah adalah : 
1. Meningkatkan kualitas  pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi 
daerah. 
2. Meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah. 
3. Meningkatan kesadaran terhadap  hak dan kewajiban sebagai warga negara 
yang baik.  
4. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah penyelenggaraan 
pemerintahan dan belanja pembangunan. 
  Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu akan 







dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran 
diusahakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat diukur apa yang 
dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran 
yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah itu adalah : 
1. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. 
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban warga 
negara yang baik. 
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
4. Adanya data-data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah yang akurat. 
5. Meningkatkan akuntabilitas publik. 
6. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah. 
2.4  Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah 
  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 tahun 
2004 tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan daerah. 
Untuk meyelenggarakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Indargiri Hilir mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang anggaran pendapatan 
daerah. 
2. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pendapatan daerah. 







4. Perumusan pendapatan serta penetapan penerimaan.  
5. Peyusunan data dan infomasi dibidang pendapatan dan peneriamaan 
daerah.  
6. Pelaksanaan, penagihan, pembukuan dan verifikasi. 
7. Penagihan  dan perhitugan secara retitusi.  
8. Penyelesaian keberatan/gugatan. 
9. Penatausahaan retribusi dan pendataan yang lain-lain. 
10. Pelaksanaan invetaris dan pembukuaan benda dan barang kebutuhan. 
11. Penetapan dan penagihan pajak dan non pajak.  
12. Pengkajian upaya-upaya peningkatan pendapatan. 
13. Pengembangan sistem informasi keuangan dan metode pendapatan daerah. 
14. Pelaksanaan administrasi umum, meyususn program, keuangan 
kepegawaian dan kelengkapan. 
15. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD). 
  Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas Badan Pendapatan Kabupaten 
Indragiri Hilir mempunyai wewenang sebagai berikut : 
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro 
dibidang pendapatan. 
2. Penelitian dibidang pendapatan daerah yang mencakup wilayah kabupaten 
dibidang pendapatan.  
3. Meyusun kebijakan teknis dan program. 







5. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan 
peningkatan pendapatan daerah. 
6. Pelaksanaan penganwasan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-
undangan peningkatan pendapatan. 
7. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan dibidang 
pendapatan.  
8. Penyelenggan dan pengawasan standar minimal dalam bidang pendapatan 
daerah.  
9. Peyusunan rencana program dibidang pendapatan.  
10. Penyelenggaraan sistem dibidang pendapatan. 
11. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan dibidang 
pendapatan daerah. 
2.5  Struktur Organisasi 
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas memimpin kegitan dinas, baik 
administratif maupun oprasinal sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan 
wewenang. 
2. Sekertaris, terdiri dari : 
Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas bidang 
kesekretariat dalam menyelenggarakan administrasi dan urusan umum, 
kepegawaian, kelengkapan, perencanaan dan pengendalian. 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 







c. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian.  
3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, PAD lainya terdiri dari :  
Bidang Pajak dan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah lainnya 
mempunyai tugas pokok penatausahaan penerimaan pajak daerah, retribusi 
daerah dan pendapatan asli daerah. 
a. Seksi Pelayanan, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah. 
b. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah. 
c. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi dearah serta PAD 
lainya.  
4. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari : 
a. Seksi Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB. 
b. Seksi Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB. 
c. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB. 
5. Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, terdiri dari : 
Bidang pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil mempunyai tugas 
pokok penatausahaan pembukuan, verifikasi dan pembuatan laporan. 
a. Seksi Pembukuaan. 
b. Seksi Verifikasi dan Pelaporan.  
c. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak. 
6. Bidang Pengembangan dan Hukum, terdiri dari:  
a. Seksi Perencanan dan Pendapatan dan Pengkajian Potensi. 
b. Seksi Peyuluhan, Klasifikasi dan Hukum. 







8. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan 
Pengadministrasian terhadap peneriamaan pajak daerah dan retribusi 
daerah diwilayah kecamatan. 
a. Pemberian sarana kepada atau atasan langsung baik diminta atau tidak 
dalam lingkup perhitungan dan penetapan PBB. 
b. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan seksi perhitungan dan 
penetapan PBB dan BPHTB secara rutin, baik secara lisan maupun 
tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan. 
c. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh pimpinan yang 
diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Badan Teknis 
pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung 
kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung 
pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
mempunyai UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan yang berkantor tersebar di 
14 (empat belas kecamatan) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri 
Hilir Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun UPTD 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan, terdiri dari : 
1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan (Kelas B), 







2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan Hulu (Kelas 
B), dengan wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Tembilahan Hulu.  
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung Anak Serka 
(Kelas A), meliputi wilayah kerja : 
 a. Kecamatan Gaung Anak Serka. 
 b. Kecamatan Batang Tuaka. 
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Merah (Kelas A), 
meliputi wilayah kerja : 
 a. Kecamatan Tanah Merah. 
 b. Kecamatan Enok. 
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Kuala Indragiri (Kelas 
A), meliputi wilayah kerja : 
 a. Kecamatan Kuala Indragiri. 
 b. Kecamatan Concong. 
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tempuling (Kelas A), 
meliputi wilayah kerja : 
 a. Kecamatan Tempuling. 







7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Reteh (Kelas A), meliputi 
wilayah kerja : 
 a. Kecamatan Reteh. 
 b. Kecamatan Sungai Batang. 
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Keritang (Kelas A), 
wilayah kerja Kecamatan Kecamatan Keritang.  
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan (Kelas B), dengan 
wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Kecamatan Kemuning.  
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan (Kelas B), dengan 
wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Mandah. 
11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan (Kelas B), dengan 
wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Pelangiran. 
12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan (Kelas A), meliputi 
wilayah kerja : 
 a. Kecamatan Kateman. 
 b. Kecamatan Teluk Belengkong. 
13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Burung (Kelas B), 





















KEPALA BADAN PENDAPATAN 
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
SEKRETARIS 
KASUBBAG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
KASUBBAG PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN PELAPORAN 
KASUBBAG KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 
KABID. PENGIHAN DAN 
KEBERATAN 
KABID. PENGEMBANGAN DAN 
EVALUASI PENDAPATAN DAERAH 
KASUBBID. PENGIHAN PAJAK, 
RETRIBUSI DAN PAD LAINNYA 
KASUBBID. PENGIHAN PBB DAN 
BPHTN 
KASUBBID. KEBERATAN PAJAK, 
RETRIBUSI DAERAH DAN PAD 
LAINNYA 




POTENSI DAN HUKUM 
KASUBBID. PEMERIKSAAN, 
PENERTIBAN DAN EVALUASI 
KABID. PENDAFTARAN, 
PENDATAAN DAN PENETAPAN 
KABID. PEMBUKUAN, PELAPORAN, 
VERIFIKASI DAN BAGI HASIL 
KASUBBID. PELAYANAN, 
PENDAFTARAN, PENDATAAN 
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
KASUBBID. PELAYANAN, 
PENDAFATARAN, PENDATAAN, 
PENILAIAN PBB DAN BPHTB 
KASUBBID. PERHITUNGAN, 
PENETAPAN PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH 
KASUBBID. PEMBUKUAN 
KASUBBID. VERIFIKASI DAN 
PELAPORAN 
KASUBBID. BAGI HASIL PAJAK 













4.1  Kesimpulan 
 Sebagai tahap akhir penulisan Tugas Akhir ini diberikan suatu kesimpulan 
untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 
berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peningkatan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Indragiri Hilir belum 
berjalan optimal yang ditetapkan setiap tahunnya. Hasil itu diperoleh dari 
pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan yang dilakukan 
pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir agar optimal 
pedapatan retribusi pasar. 
2. Adanya hambatan dan kendala internal seperti kurangnya pengawasan dan 
sanksi serta hambatan eksternal seperti kurangnya kesadaran wajib 
retribusi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar 
retribusi. 
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam  meningkatkan retribusi pasar rakyat 
antara lain: kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melaksanakan 
sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung, meyedikan fasilitas yang 












1. Kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam 
hal ini hendaknya lebih memaksimalkan pengawasan ke lapangan terhadap 
keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi daerah 
khususnya pedagang pasar, baik kepada pegawai yang bekerja maupun 
objek retribusi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. 
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya 
memberikan sanksi tegas terhadap wajib retrbusi yang enggan membayar 
retribusi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya 
mendata kembali seluruh wajib retrbusi, sehingga terakumulasinya data-
data wajib retribusi yang objektif dan akurat. 
4. Wajib retribusi yakni pedagang pasar hendaknya selalu diberitahu untuk 
senantiasa mematuhi peraturan-peraturan daerah yang telah dibuat oleh 
Pemerintah Daerah, seperti melakukan pembayaran tepat waktu dan 
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 DAFTAR WAWANCARA 
 
1. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
menentukan target dan realisasi  retribusi pelayanan pasar ? 
2. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan  retribusi pasar di Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ? 
3. Apa saja kendala dalam pemunutan retribusi pasar di Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ? 
4. Apa upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir 


























































































































































































AFRI ZALDI, lahir di Kandis pada tanggal 14 April  1999, yang 
merupakan anak ke dua dari empat  bersaudara dengan nama 
kakak Wahyu Widori  dan adik dengan nama Tri Gunawan dan 
Novi Anawardani. Lahir dari pasangan Bapak Supardi dan Ibu 
Yarusni.  
 Penulis Mengawali pendidikan formal di TK Seroja yang selesai pada 
tahun 2005. Kemudian kemudian dilanjutkan pada pendidikan formal di Sekolah 
Dasar (SD) Negeri 017 Sam-Sam selesai pada tahun 2011. Setelah itu penulis 
melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Benai 
yang berakhir pada tahun 2014. Dilanjutkat pada penddikan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Negeri 1 Benai tamat pada tahun 2017. Tepatnya pada tahun 
2017 penulis melanjutkan pedidikan di Perguruan Tinggi Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan jurusan D3 Administrasi Perpajakan 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat meyelesaikan Tugas Akhir ini 
dibawah bimbingan bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM pada 27 April 
2020 dengan judul “UPAYA PENINGKATAN PENDPATAN RETRIBUSI 
PASAR RAKYAT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN 
INDRAGIRI HILIR”.  
 
 
 
